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di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12
Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Berdasarkan dasar hukum di atas sebagai langkah pencegahan pelanggaran dan

sengketa, pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, selanjutnya
dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1.

Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 yang
berbunyi:



(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas

Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan untuk

memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Materi dan/atau ujaran Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

antara lain

a.

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali
Kota, dan/atau Partai Politik;

menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat;

mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertipan umum; dan/atau
mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih
kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

(3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas

Pemilihan memastikan:

a.

® oo o

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan
di jalan raya; dan/atau

melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2024 yang berbunyi:

(1) Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil
gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota,
dan/atau partai politik;

melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai
politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;menggunakan kekerasan,
ancaman kekerasan, ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepada
perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partaipolitik;

d. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;



Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau
pengurus tempat Ibadan dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Padang Pariaman agar tidak
memberikan izin kepada pasangan calon ataupun tim kampanye untuk melakukan kampanye
dilokasi yang telah dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami

ucapkan terimakasih.

KETYA,

i

AZWAR MARDIN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;



